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BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74A Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peratura-n Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Repiibiik Iiidoiiesia Tahun 2A25 Noinor 67i,

b. bahwa dalam rangka melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau E-Purcho-si.ngtr,

perlu menetapkan Pejabat Pengadaan di iingkungan Pemerintah
Kabupaten Hal.mahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, periu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat
tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun L957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat
I l,{.aluku mcnjadi Undang.undang;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Seiatan, Kabupaten
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore
Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perl:endaharaan

Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri.ntahan Daerah;
b. UnCang-undang Nomcr l" Tahun 2022 tentang Llubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang h-omcr Nomor i2 Tahun 2011 tentang Pembentukar:
Per:rturan Fe nlnrlang-unda ngan ;
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q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RepuLrlik Indonesia Tahun zaLT Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa\;

1"O Peratr;r:an Fernerinteh Nsmcr l-2 Tahun 2019 tentang PengeLclaan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah d,irubah
densan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2A23
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2O1B tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Frovinsi dan Kabupatenf ll'ota,

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2o2o tentang
FeCcman Teknis Pengeloiaan Keuangan Daerah;

L2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 1o rahun 2021 tentang unit Kerja pengadaan BaranglJasa
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2l Nomor 511};

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomcr 11 Tahun 2A21 tentang PeCcman Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2421 Nomor 512);

14. Peraturan i,embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintali
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/.Jasa {Berita
Negara Repub[k Indcnesia Tahun 20].S Nornor 7b8], set-.agarrnane
telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan penga"daan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2A19 tentang Perubahan
Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 15 Tahun 20i8 Tentang pelaku pengadaan
Ba.ranglja,sa (Berita i'degar:a Fepr=:-Lriik Ineionesia Tahr:n 2(t 1!i iromar
165e);

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2a2l tentang pedoman
Pelaksanaan Pengadaan F.arangf Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
(Beriia Negara Repubiik incionesia Tahun 2A2i Nomor 5g3i;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2A2I
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Nomor 6 Tahun 2a76 tentang Pembentukan <ian susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

i7. Peraturan Daerah Kabupaten iiaimahera Barat i.iomor i Tairun 2A2r)
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halrnahera Barat Tahun 2A26

18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat;

19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A26 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun za26;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala L,embaga Kebijakan Pengadaan BaranglJasa
Pemerintah lYomor 33 Tahun 2O2A tentang Penjelasan Atas Penugasan
Sur*ber Da-1,'a *'{anusia Pengadaan BarangT'ja-+a Dalam Fe}aksanaar:
Fengadaa:r Barang..r Jasa Femerintah :
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MEMUTUSI{AN :

Menetapkan Pejabat Pengadaan BaranglJasa di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat yang namanya tersebut sebagaimana
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Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung
jawab penuh secara substantive dalam pen5relenggaraan proses
pengadaan barang/jasa pada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat.
Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
adalah:
a. melaksanakan persi,apan dan pelaksanaalt Pengadaan Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung
untuk pengadaan Barang lPekerjaan Kcnstruksi/Jasa LainnS-a )'allg
bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiahJ:

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung
untuk pengadaan Jasa Konsultansi Lainnya yang bernilai paiing
banyak Rp100.000.000,00 {seratus juta rupiah); dan

d. melaksanakan E-purchasing {Katalog Elektronik dan Toko Daring}
yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

Dalam melaksanakan tugas pejabat pengadaan bertanggung jawahr

kepada Bupati Halmahera Barat melalui Kepala Bagian Layanan

Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat.
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di
bebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2026.
Dengan berlakunya Surat Keputusan Bupati ini, maka Surat Keputusan
Bupati Nomor : 77 .AIKP|S lll2026 Tanggal 7 .Ianuari 2A26 dicabut Can

dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di

Pa-da Tangga,l

BUPATI

: Jailolo

: 2-S U\\€-i 2426

BARAT

YAMES UANG,
Pejabat

Ass. Bid Eko dan

Kabag. Hukum &



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NoMoR , gL /KPTS/ V /2026
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TENTANG : PENETAPAN DAN PENUGASAN PtrJABAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2A26

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

xo NAMA PF^IABAT PENGADAAN
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DALAM

KEDINASAN

JABATAN
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BESARAN
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1.
CATUR ARIBOWO, S. Kom
Nip. i9844928 200903 1 001

Pit. Kepaia
Bagian

Pengadaan
BaranslJasa

Pejabat
Pengtrdaan

Rp. 68O.OOO
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BUPATI BARAT

Y. UANG

Pejabat Paraf

Sekertalis Dacrah
Ass. Bid Eko dan
Pernbanqunan C'-{
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